
GUBERNUR LAMPUNG

PERATT'RAI{ DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NoMoR 1 ranuu zozo

TENTANG

PERTANGGUNEI'AWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAIIJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN AI{GGARAN 2019

DENGAN RATIMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawabarl Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berupa laporan keuangan ,yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi la.mpung tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 2019;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(kmbiran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)

menjadi UnJang-Undang (Lembaran- {eg-ara Republik
Indo"nesia Tahuri 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan ningunan (i€mbaran Negara Republik f-ndonesia Tahun

1985 No*rrro, Og, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
-nJang-U"a"t-tg Nomor 12 Tihun 1994 (Irmbaran Negara

p.i,,tiiL Tndnipsia Tahttn 1qq4 Nomor 6) Tamhahan

a
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4. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lemba-ran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangar Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan anta-ra Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
N.grt" Republik lndonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82'
Tai-rbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan tembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapakaiidiubahterakhirdengarrUndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

ITndano-TInrlano Nnrnnr D? Tahrrn 
'O14 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l-ayanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(kmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53a0);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintal Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan l.embaran Negara Republik
indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik indonesia
Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46r41;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
l,aporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Kepada Dew'an Penvakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (i.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan t embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (l'embaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123' Tambahan

l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

23 Perntttran Pernerintah Nnrnnr 2 Tahrrn 2O12 tenfano Hihatr
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 I
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahur. 2007
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pro'rinsi
Lampung Tahun 2O07 Nomor 7, Tambahal lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1O Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O19 (l,embaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 1O, Tambahan
kmbaran Daerah Provinsi l,ampung Nomor 281);

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi l,ampung Nomor 491);

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAIY PERWAISLAN RAI(YAT DAERAII PROVIIYSI LA}IHNIG
dan

GT'BERNT'R LAMPUITG

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAII DAERAH TEITITAI{G PERTAIIGGITXGTAWABAIY
PELAIGANAAN ANGGARAN PENDAPATAIT DAIT BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPI'NG TAHUN AITGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
a. l.aporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran I-ebih;

c. Neraca;

d. l,aporan Operasional;

e. LaPoran Perubahan Ekuitas;

f. [a.Poran Arus Kas; dan

s. Catatan atas laporan keuanqan.
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilampiri dengan
laporan kine{a dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasa] 2

t aporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun 2019 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp. 7.266.993.438.827,88
b. Belanja dan Transfer Rp 7.O58.713.889.O24,41

Surplus
c. Penbiayaan

Penerimaan
Pengeluaran

Rp.

Rp,
Rp.

204.279 .549 .803 ,47

213.991 .O04.690,84
86.138.166.352,00

Pembiayaan Netto Rp. 127.852.838.338,84

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

r- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 1O4.439.089.197,a\
dengan rincian sebagai berikut:

Rp
Rp
Rp. 104.439.089. 197,81

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp430. 56 1 . 58 4.292,59 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan
b. Realisasi

Selisih lebih/kurang

a. Anggaran belanja dan Transfer
b. Realisasi

Selisih lebih/kurang

a. Anggaran defisit
b. Realisasi

Selisih lebih/kurang

7.371.432.528.025,69
7 .266.993.438.827 ,88

7.449.275.47 3.317,00
7.058.7 13.889 .O24 ,41

Rp 430.561.584.292,59

3. Selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah (326.122.495.094,781
dengan rincian sebagai berikut:

Rp.
Rp.

Rp
Rp

(r17 .842.945.29t,31)
204.279 .s49 .803 ,47

Rp.

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
1.940.600,47 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.
b. Realisasi Rp.

(326.122.495.094,78)

pembiayaan sejumlah

213.992.945.291,31
213.99r .OO4 .690,84

Selisih lebih/kurang Rp. 1.940.600,47

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp 1 0. 0 1 1 . 833.648, 00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
b. Realisasi

Selisih lebih/ kurang

Rp 96.150.000.000,00
86.138.166.352,00Rp

Rp. 10.o1 1.833.648,OO



6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan
Rp( I 0. 009. 893. 047, 53) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan netto Rp.
b. Realisasi

neto sejumlah

7t7 .842.945.291,31
n7.as2.838.338,84Rp.

Selisih lebih/kurang Rp.

Pasal 4

(10.009.893.047,53)

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf c per 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut:

a
b
c

Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas

Saldo kas awal per I Januari 2019
Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas Transitoris/
non-anggaran
Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Koreksi SILPA
Saldo kas akhir per 31 Desember 2019

9 .7 17 .O52.O81 .267 ,49
1.102.785.690.547,03
8.614.266.390.720,46

97 .126.322.586 ,67
r.213.714.A37 .r45,86

(1.023.384.28 1 .s92,39)
0,00

49 .527 .304.148,00
(8s 1.794.145,83)

336.732.344.I42,31

R
R
R

p
p
p

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

b.
c.
d.

e.
f.
c.

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf d Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

\, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan da]am Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari:

a. Lampiran I
Lampiran I.1

l,ampiran I.2

Lampiran I.3

l,aporan realisasi anggarzrn;
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi rea-lisasi zrnggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,
program dan kegiatan;
Rekipitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan keselarasan dan keterpaduan uru san
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka
nenselolaan keuanean neeara:

Lampiran L4
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f. l,ampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. l,ampiran IX
j. Lampiran X

k. Lampiran XI
l. Lampiran XII

m. L,ampiran XIII
n. t ampiran XV
o. Ia.mpiran XV
p. l,ampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. L,ampiran XVIII
s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX

u. Lampiran Lainnya

Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan
Daftar rekapitulasi piutang daerah
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah
Daftar rekapitulasi aset tetap daerah
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
Daftar rekapitulasi aset Iainnya
Daftar dana cadangan daerah
Daftar kewajiban jangka pendek
Daftar kewajiban jangka panjang
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya
Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/
perusahaan daerah
Ikhtisar laporan keuangan desa

Paral 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Frovinsi l,ampung Tahun
Anggaran 2019.

Pa:al 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal I -9 - 2O2O

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal | -9 - 2O2O

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG'

ttd

IT. FAHRIZAL DARMINTO M.A.
Pembina Utama

NrP. 19641021 199003 1008

ZTILFIKA R. MH.
Pembina Utama Muda

NrP. 196EU28 19203 I 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2O2O NOMOR 1

NOMOR REGTSTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (1-106l 2O2Ol

GI'BERITT'R LAMPUIYG,

ttd
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